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PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak
sesuai dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Naskah

Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Menetapkan

Negara Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA.

Pasal 1
Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga
dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah

dinas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;

b. jenis dan format naskah dinas;
c. pembuatan naskah dinas;

d. pengamanan naskah dinas;

e. kewenangan penandatanganan;
f.  pengendalian naskah dinas; dan
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g. penutup.

Pasal 3
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1808), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah salah satu subsistem
pemerintahan Republik Indonesia yang membutuhkan pelaksanaan tugas
dan fungsi secara efektif dan efisien. Untuk mengatur berbagai kegiatan
yang teratur dan tertib, perlu ditetapkan tata naskah dinas yang meliputi
tata surat, distribusi, kearsipan, dan tata ruang kantor.

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda Dan Olahraga, yang
selanjutnya disebut Pedoman Tata Naskah Dinas, meliputi jenis dan format
naskah dinas, penvusunan naskah dinas, tata surat dinas, pejabat
penandatangan naskah dinas, penggunaan lambang negara dan lego dalam
naskah dinas, pengubahan, pencabutan, pembatalan, ralat naskah dinas,
pengamanan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas.

Tata Naskah Dinas ini diharapkan dapat menciptakan persepsi yang
sama terhadap pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam komunikasi
tertulis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan
demikian, setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan

Olahraga harus mengacu tata naskah dinas ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pemuda dan

Olahraga.

2. Tujuan
Tata Naskah Dinas ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran

komunikasi tertulis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga



